KEBIJAKAN
EMEDIA

I T AT T
Vol.1/No.2/0ktober 2018

l
::
=z
I
-

-
‘-.
.__-_

 PratiwiNurhascaryani  :  EvaluasiKebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rangka
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Umum yang Prima
di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Mansyur :  Evaluasi Pengembangan Kawasan Afirmatif Menuju
Desa Mandiri (Studi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Agroforestry Coffee di Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)

AndiAzikin ¢ KonsepdanImplementasi ldeclcgi Pancasila
dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan

Syahrir . Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan
Perizinan Terpadu (Studi pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi
Provinsi Jawa Barat)

an

Irfan Ulluputty Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan
bagi Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua
Ahmad Averus Toana :  Kepemimpinan Situasional dalam Kebijakan Publik

« Baharuddin Thahir :  MemahamiKawasan Khusus
dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

~ Frans Dione . Pengaruh Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa
dan Kepemimpinan Lurah terhadap Pemberdayaan Masyarakat
Hinterland di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Kebijakan Penggunaan Dana Desa

* - Mutia Rahmah

- Marta Dwi Rifka dalam Pemberdayaan Masyarakat di Busuninaﬁrsupam)a“
Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo ProvinsiJambi
« = Hilman Malik :  ImplementasiKebijakan Usaha Perikanan '
~ Nur Saribulan melalui Program Pengembangan Perikanan Tan

di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan R

.

. |
5 e
- ' fa =

Vol.1| No.2 | Him. 195 — 360 Jakarta, Oktober 2018 ISSN 2599-3534




Vol.1/No.2/Oktober 2018

Jumal Kebijakan Pemerintahan (J-KP)
adalah jurnal untuk memfasilitasi tulisan baik hasil penelitian maupun

studi kepustakaan

dan tulisan ilmiah dalam bidang kebijakan pemerintahan.
Terbit sccara berkala dua kali dalam sctahun.
Diterbitkan olch Program Studi Kebijakan Pemerintahan (Program Sarjana)
Fakultas Politik Pemerintahan [PDN.
(SK ISSN PDII LIPi: 0005.25993534/J1.3.1/SK.ISSN/2018.01)

PEMBINA

Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH.. MH., MS.

PENANGGUNG JAWAR
Dr. Muhadam Labolo, M.Si

WKL PENANGGUNG JAWAR

Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si
Dra. Meltarini, M.Si
Taslim, S.STP, M.Si

MiTRA BESTARI

Prof. Muchlis Hammdi, MPA, Ph.D
* Dr. Andi Masrich, M,Si
Drs. Asri Hadi, MA

REDAKTUR
Dra. Hj. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

PENVUNTING/EDITOR

Mutia Rahmah, S.IP, M.Si
Nur Saribulan, S.IP, MPA

DEsaIN GRAFIS
Taufik Hidayat, S.AP




Sl:mu:'r.\|u,\'r/'l‘,\'|',\ USAIIA

Ketua
Amrin, S.STP, M.Si

Anggota
Kodir Sircgar, SE, MM
Sudaryana, S.IP, M.Si
Rochmani PL
M. Sopyan, SE
Meylinda Fitri Chairani, S.Psi
Mochamad Achbar, S.Pd
Gugun Gumanti, S.1P

Alamat Redaksi
«  Program Studi Kebijakan Pemerintahan Program Sarjana
Fakultas Politik Pemerintahan IPDN - Kampus IPDN Jakarta
Jalan Ampera Raya, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu
Tlp./Faks. (021) 7824157
JAKARTA SELATAN -DKI JAKARTA 12560
Pos-cl: s1_kebijakanpemerintahan@yahoo.com

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN
JIn. Raya Jatinangor Kim 20 Telp. (022) 7798252 - 7798253
Faks. (022) 7798256
JATINANGOR - SUMEDANG 45363
Pos-el: jurnal.fpp@gmail.com

Isi di . l
idi luar tangeung jawap percetakan

alqaprinl@yahoo.co.id




Mutia Rahmah' dan Marta Dwi Rifka?

"Intitut Pemerintahan Dalam Negeri
E-mail: mutiarahmah007@yahoo.co.id
? Pemerintah Kabupaten Bungo

ABSTRACT

Research about the Policy on the Use of Village Funds in Community Empowerment
in Rantaupandan village, Rantaupandan district, Bungo Regency, Jambi Province,
are aimed to find out how the implementation of village Junds policy in community

empowerment, inhibiting factors and efforts can be made so that the use of Village Funds
in Rantaupandan village can reach aim.

This Research uses the theory of Van Meter and Van Horn with qualitative descriptive
methods and inductive approaches. Data collection techniques through interviews,
observation, and documentation. In this study using triangulation techniques to test the
validity of the data and perform data analysis through data reduction, data presentation,
and conclusion drawing. This Research shows that the implementation of the Village Fund
policy in community empowerment has not run oplimall_.v due to the problen? of human
resource competencies, the lack of community participation, and the lack of information
delivery to the commumity regarding the implementation of the Village Fund policy.

I ] ity empowerment
Keywords: policy, village fund, community emp

ABSTRAK

Penelitian tentang Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Mas.yaraka'.(
di Dusun Rantaupandan Kecamatan Ral.naupandan Kabupaten “Bungo Provinsi Jambi
dalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan dar?a desa dalam
i ; -arakat, faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan agar
ﬁ:glvbg::zi?gai??;es; di Dusun Rantaupandan dapat mencapai tujuan.

S T agunakan teori Van Meter dan Van Hom dengan metode kualitatif
Penel.mzfn ini mengg katan induktif. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan
deskriptif dan Pend? ‘:; dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
WITSEEE T, (RS LREE keabsahan data serta melakukan analisis data melaly;
triangulasi untuk n.1.enS:Jl[a dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan
reduksi data, Penya-“?nb..zkgm Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum
:ah\\'la pelaksan:[iiﬂmzr d?sebabka“ masih adanya masalah kompetensi SDM, minimnya

erjalan secara o
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partisipasi masyarakat, serta kurangnya penyampal
mengenai pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

an informasi kepada masyarakat

. Ac N o S asvarakat
Kata kunci: kebijakan, dana desa, punhculnylmn masyaraki

PENDAHULUAN

Lahirnya  Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa telah
menempatkan desa berkedudukan
dalam wilayah kabupaten/ kota. Desa
diperkuat dengan diberikannya
beberapa dukungan pemerintah terkait
percepatan  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan di desa berupa Dana Desa
untuk pengoptimalan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang
diatur dalam peraturan desa (Perdes)
tentang APBDes. Pengelolaan keuangan
desa berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
113 tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Permendesa PDTT)
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta
Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu)
Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Pengalokasian Penyaluraan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa.

Juga

Dana desa merupakan perwujudan
program  yang  dicanangkan  oleh
pemerintah  pusat  sebagai  bentuk
pengakuan negara terhadap pemerintahan
desa dalam rangka mewujudkan amanah
Sembilan  Agenda  Prioritas  masa
pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih
dikenal dengan “Nawacita”, salah satunya
terdapat pada Nawacita ke-3, vyaitu
membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat dacrah-daerah dan
desa dalam rangka Negara Kesatuan.,
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Gambar 1
Dana Transfer Ke Daerah dan Desa

Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Gambar di atas menjelaskan bahwa
tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer
Ke Daerah dan Dana Desa adalah
sebesar Rp764,9 triliun, sebanyak 60
Triliun diantaranya dialokasikan ke desa.
Penggunaan dana desa diprioritaskan
untuk  meningkatkan pemberdayaan
masyarakat desa, selain itu juga digunakan
terkait pembiayaan kegiatan yang bersifat
pelaksanaan program penyelenggaraan
pemerintahan  berskala lokal dengan
mengedepankan hak asal usul dalam
pengaturannya,

Kabupaten Bungo adalah salah satu
Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten
ini  merupakan kabupaten hasil dari
pemekaran wilayah Bungo Tebo pada
tanggal 12 Oktober 1999 yang terdiri dari
I7 Kecamatan dan 141 Desa. Salah satu
dari 17 Kecamatan dj Kabupaten Bungo
adalah  Kecamatan Rantaupandan yang
memiliki - jumlah penduduk  sebanyak




Kebijakan Penggunaan Dana Desa . (Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka)

3.567 jiwa/km2 yang tersebar di 6 dusun,
20 kampung, dan 25 rukun tetangga (RT).
Berdasarkan Rincian Dana Desa Tahun
2017, Kabupaten Bungo dialokasikan dana
desa sebesar 720,442 juta rupiah perdesa.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi telah
menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Dusun yang
mengintruksikan bahwa pengelolaan dana
dusun harus berlandaskan pada kegiatan
berskala lokal dibidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dusun.

Berdasarkan data garis kemiskinan

Provinsi Jambi menurut kabupaten/
kota, Kabupaten Bungo mengalami
kenaikan angka garis  kemiskinan

sebesar 292.573 jiwa pada tahun 2016.
Angka tersebut naik sebesar 20.319 jiwa
dari tahun sebelumnya yaitu 272.254
ditahun 2015. Hal ini mengindikasikan
bahwa pelaksanaan program-program
pengentasan kemiskinan di Kabupaten
Bungo belum berjalan secara optimal,
khususnya di daerah pedesaan. Maka
dari itu, pemerintah pusat mencanangkan
kebijakan Dana Desa dengan tujuan untuk

mengentaskan kemiskinan di desa. Salah
yang dapat dilakukan dalam

satu cara yang h
dala

upaya pengentasan kemiskinan &
dengan pemberdayaan masyarakat.
kebijakan
sip dasar
sa harus

Berkaitan dengan
penggunaan dana desa, Pprin
dalam pengelolaan dana de
berlandaskan pada kegiatan berskala
lokal, dibidang pembangunan dan
Pemberdayaan masyarakat desa. Namun,
fenomena yang terjadi, di beberapa Dusun
di Kabupaten Bungo masih ditemukan
Permasalahan berupa pcnyalahgunaan

vt Kebipakars Pemermiatum - ¥ IPDN

dana desa di beberapa desa di Kabupaten
Bungo dalam penggunaan dana dusun
oleh beberapa Rio. Hal ini disebabkan
bahwa rendahnya pemahaman dari
aparat pemerintah dusun di Kabupaten
Bungo dalam pengelolaan dana dusun
secara optimal, sehingga dianggap perlu
memperbaiki kembali penggunaan dana
dusun yang tidak sesuai peruntukannya.
Masalah  tersebut  terjadi ~ karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
Jain masih minimnya pemahaman sumber
daya aparatur dusun untuk mengelola
laporan hasil pengelolaan dana desa,
serta dalam perencanaan pengelolaan
keuangan dusun, pemerintah dusun
kurang sosialisasi kepada masyarakat
tentang prioritas peggunaan dana desa,
sehingga  muncul  kesalahpahaman
karena ketidaktahuan dari masyarakat
terkait pengelolaan dana desa yang tidak
sesuai perencanaan. Padahal peran serta
masyarakat menjadi indikator penting
dalam proses pengambilan keputusan.
Konsep pengaturan pemerintahan
desa salah satunya adalah demokratisasi
yang bermakna bahwa penyelenggaraan
pemerintahan desa harus mengakomodasi
aspirasi masyarakat yang diartikulasi
melalui Badan Permusyawaratan Desa
sebagai salah satu unsur penyelenggara
pemerintahan di desa, sehingga perlu
dilakukannya koordinasi yang seimbang
antar unsur penyelenggara pemerintahan
desa agar dapat mewujudkan perencanaan
yang pas dalam rangka menciptakan
kesejahteraan masyarakat desa. Dalam
pelaksanaannya, kebijakan dana desa
di Kabupaten Bungo, masih terdapat
beberapa kendala yang disebabkan
oleh minimnya koordinasi antar unsur
penyelenggara pemerintah di dusun.
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Dusun Rantaupandan merupakan salah
satu dusun di Kecamatan Rantaupandan
Kabupaten Bungo dengan luas wilayah
70,63 km?* yang melaksanakan kebijakan
dana desa, Sccara administratif, Dusun
Rantaupandan memiliki jumlah penduduk
sebanyak 3.567 jiwa/km? yang tersebar di
6 kampung dan 18 rukun tetangga (RT).
Tahun 2016 Dana Desa yang diterima
oleh Dusun Pandang adalah sebesar Rp
623.051.000, peningkatan terjadi pada
tahun 2017 yaitu sebesar Rp 789.967.528.
Maka  dari  itu, penyelenggaraan
pemerintahan di Dusun Rantaupandan
terkait penggunaan dana desa harus
diprioritaskansecaraoptimal, salah satunya
dalam pemberdayaan masyarakat dusun
terutama dalam peningkatan kualiltas
hidup, penanggulangan  kemiskinan,
kesejahteraan masyarakat, serta perluasan
skala ekonomi individu dan kelompok.

Kendala yang  dihadapi oleh
pemerintah Dusun Rantaupandan dalam
pengelolaan dana desa disebabkan karena
masih minimnya sarana dan prasarana
untuk mendukung pengelolaan dana desa,
seperti keterbatasan jumlah komputer,
ruangan kerja kantor pemerintahan dusun
yang kurang memadai serta keterbatasan
kompetensi  aparat  dusun  dalam
pengoperasian komputer, hal ini senada
dengan pernyataan yang disampaikan oleh
Kasi Pemerintahan Dusun Rantaupandan
bahwa kebijakan dana desa harusnya
dapat memberikan manfaat yang baik
dalam kegiatan pemerintahan di dusun.
Namun, terkait dana yang diberikan
dalam pengelolaannya, terlebih lagi
sarana dan prasarana di dusun kurang
memadia, jumlah komputer dan orang
yang mampu mengoperasikan komputer
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terbatas. Faktor kurangnya kompetensi
SPM serta kesiapan pemerintah dusun
di Kabupaten Bungo dalam pengelolaan
dana desa, salah satunya didasari karena
kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa
di Kabupaten Bungo baru dilaksanakan
pada Agustus 2017, padahal kebijakan
dana desa sudah ada dan dialokasikan oleh
pemerintah pusat sej ak tahun 2015 sebagai
upaya untuk melakukan pemerataan di

seluruh wilayah Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan
output dari proses penyelenggaraan

pemerintahan, dimana output ini bertujuan
untuk mengatur serta mengatasi segala
problema atau gejolak-gejolak yang terjadi
dalam kehidupan bermasyarakat. Maka
dari itu, substansi dan proses Kkebijakan
publik akan selalu berkaitan dengan
berbagai aspek keberadaan pemerintahan
termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan
pemerintah itu sendiri.

Menurut Thomas R. Dye (1995) dan
James Anderson (1984) dalam Rahayu
Kusuma Dewi menyebutkan bahwa
ada tiga alasan yang melatarbelakangi
mengapa  perlu  kebijakan  publik
dipelajari. Pertama, pertimbangan atau
alasan ilmiah dalam rangka menambah
pemahaman dan pengetahuan yang lebih
men.dalam tentang kebijakan. Kedua,
pertimbangan atau alasan profesional
dengan memberikan pemisahan antara
scienlg'/-‘ic-esmte yang hanya mencari untuk
kepentingan ilmu pengetahuan dengan
professional-estate, yang disandingkan
bersama ilmy pengetahuan dalam rangka




Kebijakan Penggunaan Dana Desa .,

pemecahan masalah secara prakiis. Ketiga,
pertimbangan atau alasan politis sebagai
dasar pada setiap regulasi agar dapat
mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Implementasi kebijakan yang
dikembangkan oleh Donald Van Meter
dan Carl Van Homn dengan mengandaikan
bahwa implementasi kebijakan berjalan
secara  linear dari  kebijakan publik,
implementor, dan kinerja kebijakan publik.
Model implementasi ini di sebut dengan a
model of policy implementation process,
yang menghubungkan antara isu kebijakan
dengan implementasi dan suatu model
konseptual yang mempertalikan kebijakan
dengan kinerja. Berdasarkan pengertian
implementasi kebijakan yang dikemukakan,
terdapat enam hal yang membentuk
hubungan  antara  kebijakan
implementasi, yaitu sebagai berikut.

dengan

* Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan sasaran ini diperlukan
untuk  mengarahkan pelaksanaan
kebijakan.  Ukuran-ukuran  dasar
dan tujuan kebijakan  berguna
dalam menguraikan tujuan-tujuan
keputusan secara menyeluruh. Pada
tahap ini, standar dan sasaran yang
hendak dicapai oleh program baik
yang berwujud maupun tidak, jangka
pendek, menengah atau panjang.
Dalam menentukan ukuran-ukuran

dasar dan sasaran-sasaran, dapat
menggunakan pernyataan-pernyataan
dari para pembuat keputusan
sebagaimana direfleksikan  dalam

banyak dokumen, seperti regulasi-
regulasi dan garis-garis pedoman
program yang menyatakan kriteria
untuk evaluasi kinerja kebijakan.

Junr,
il Kebijkey, Pemeriiahan — FIP IPDN

. (Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka)

Sumber Daya

Sumber  kebijakan  dalam  hal  ini
dipengaruhi oleh sumber daya manusia,
biaya, dan waktu. Sumber-sumber
kebijakan tersebut sangat diperlukan
untuk mencapai keberhasilan atau tujuan
dari suatu kebijakan publik Sumber daya
manusia penting sebagai penggerak dan
pelaksana kebijakan, biaya diperlukan
untuk kelancaran dalam pelaksanaan
kebijakan agar tidak terhambat, serta
waktu untuk mencapai tujuan.

Komunikasi Antar Organisasi

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan
tidak dapat dilaksanakan kecuali
jika dinyatakan dengan cukup jelas,
sehingga para pelaksana dapat
mengetahui apa yang diharapkan dari
ukuran dasar dan tujuan tersebut.
Maka dari itu, komunikasi antar
organisasi sangat diperlukan sebagai
upaya untuk mencapai hubungan
koordinasi yang baik dalam kegiatan
pencapaian tujuan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja dalam implementasi
kebijakan akan banyak dipengaruhi
oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok
dengan para badan atau instansi
pelaksananya. Karakateristik badan
pelaksana  menunjukkan seberapa
besar daya dukung struktur organisasi,
nilai-nilai yang berkembang,
hubungan dan komunikasi yang
terjadi di internal birokrasi.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

merupakan  lingkungan  eksternal
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yang mempengaruhi keberhasilan
kebijakan, dikatakan Van Meter da'm
van Horn faktor-faktor ini mungKin
mempunyai efek yang mendalam
terhadap pencapaiannya.

*  Kecenderungan Pelaksana

Sikap para pelaksana menjadi unsur
penting dalam proses implementasi.
Setiap komponen dari model kebijakan
yang dibicarakan sebelumnya harus
disaring melalui persepsi pelaksana
dalam yurisdiksi dimana kebijakan
tersebut dihasilkan.3s Komponen ini
dapat mempengaruhi interpretasi
terhadap masalah dengan demikian

akan mempengaruhi cara pelaksanaan
kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas,
keberhasilan kebijakan sangat ditentukan
oleh variabel-variabel yang mempengaruhi
jalannya suatu kebijakan. Dalam hal ini,
jika dikaitkan berdasarkan fenomena yang
telah disampaikan, fokus dalam penelitian
dengan melihat beberapa variabel
implementasi kebijakan menurut Donald
Van Meter dan Carl Van Horn yaitu :

Standar dan tujuan kebijakan;
Sumber daya;
Komunikasi antar organisasi;

Kondisi ekonomi, dan sosial; dan

=L o

Kecenderungan pelaksana.

Setiap variabel yang disampaikan
oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn
memiliki hubungan yang saling berkaitan
satu sama lain untuk menilai keberhasilan
implementasi  suatu kebijakan, Dalam
penilaian pelaksanaan kebijakan, para
pelaksana kebijakan harus memahamyj
standar dan tujuan kebijakan tersebut
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serta harus mengetahui apa yang harus

> < . . -

dilakukan untuk menciptakan komunikas;j
8 . 3 .

ang baik antar organisasi terkait.

(&

Berangkat dari teori Van“ Meter
van Horn yang telah dijelaskan
sebelumnya, dalam hal ini per?ul.is
menghilangkan variabel “karakteristik
organisasi pelaksana”  karena  dalam
konteks kebijakan penggunaan dana desa,
karakteristik pelaksana kebijakan tersebut
sudah jelas, yaitu pemerintah dejsa sebagai
pelaksana kebijakan dana desa itu sendiri.
Selain itu dalam variabel menyebutkan
kondisi ekonomi, sosial, dan politik,
penulis menghilangkan unsur kondisi
politik, karena penulis menilai bahwa
pelaksanaan kebijakan penggunaan dana
desa dalam pemberdayaan masyarakat
tidak berkaitan dengan masalah politik.
Selanjutnya dalam menilai implementasi
kebijakan menurut Van Meter dan Van
Horn dapat dilihat bagaimana unsur
pelaksana  mengoptimalnya  sumber
daya yang ada secara efektif dan efisien.
Apabila dalam pelaksanaan kebijakan
terjadi  perubahan sikap dari para
pelaksana, baik itu menerima maupun
tidak akan mempengaruhi keberhasilan
atau tidaknya suaty kebijakan. Terakhir,
dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi
ekonomi, dan sosial masyarakat yang

tidak stabil juga akan dapat mempegaruhi
Jalannya suaty kebijakan.

y

dan

Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pemberdayaan berasal dari

kata daya yang berarti “kekuatan” dan
dalam bahasa inggris disebut sebagali
empowerment, sehingga dapat dikatakan
bahwa  kata pemberdayaan memiliki
lr(neal;lzia Mmemberikan daya atau kekuatan
dagatah-kelomp"k yang lemah untuk

idup mandiri, terutama dalam




Kebijak
bijakan Penggunaan Dang Desa

memenuhi kebutuhan pokok sehari-harj
Pemberdayaan diartikan mengandung dua'
unsur. Pertama menckankan pada proses
memberikan atau mengalihkan sebagian
kekuasaan, kekuatan atau kemampuan
kepada masyarakat agar menjadi individu
yang berdaya. Sedangkan, unsur kedua lebih
menekankan pada proses menstimulasi,
mendorong  atau memotivasi  individu
agar  mempunyai kemampuan dalam
menentukan apa yang menjadi pilihannya.

dalam
memiliki

Pemberdayaan
implementasi kebijakan
tuyjuan untuk melakukan pembebasan
masyarakat dari masalah-masalah publik

masyarakat

seperti  kemiskinan, keterbelakangan,
serta ketidakmampuan masyarakat
sendiri dalam pengembangan potensi

yang dimiliki. Menurut Sunyoto Usman
dalam Huraerah mengatakan bahwa
pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
proses dalam bingkai usaha memperkuat
apa yang lazim disebut community self-
reliance atau kemandirian.,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain
penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan
memberikanpenggambaranmelaluiasumsi
berdasarkan teori untuk memecahkan
permasalahan  yang terjadi  dengan
menghubungkan antara teori dan metode
penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan,
mencatat dan memaparkan dengan jelas
dalam penelitian ini terkait bagaimana
kebijakan penggunaan dana desa dalam
pemberdayaan masyarakat di Dusun
R.':lnlaupandzm Kecamatan Rantaupandan
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Lingkup penelitian dalam penelitian
ini  adalah  membahas ~ mengendl

Ji )
0l Kebopakens Pemermtahan - F1°° IPDN

- (Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka)

kebijakan penggunaan dana desa dalam

pemberdayaan masyarakat di  Dusun
Rantaupandan, dengan  memfokuskan
penelitian menggunakan teori

implementasi kebijakan menurut Donald
Van Meter dan Carl Van Horn (1975).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa
di Dusun Rantaupandan Kecamatan
Rantaupandan Kabupaten Bungo

Kebijakan penggunaan Dana Desa
mengacu pada Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dimana tujuan
dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat di Desa dengan cara
mendistribusikan keuangan negara kepada
desa dalam bidang pembangunan dan
khususnya untuk kegiatan pemberdayaan
masyarakat di desa. Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) merupakan salah
satu dana yang dialokasikan kepada Desa
untuk membantu kegiatan pemerintahan
di Desa seluruh Indonesia. Dana Desa
menjadi salah satu sumber pendapatan desa
yang harus ada dalam dokumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
dimana dana tersebut akan diterima desa
setiap tahunnya dari pemerintah pusat
yang penyalurannya melalui Kabupaten/
Kota. Adapun mekanisme penyaluran
dana desa yang berada di Rekening Kas
Umum Negara kemudian ditranster kepada
Rekenig Kas Umum Daerah Kabupaten/
Kota selanjutnya ditransfer kembali ke
Rekening Kas Desa untuk digunakan atm.l
dikelola oleh Pemerintah Desa sesual

dengan peratuturan Perundang-Undangan

yang berlaku,
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Adanya  kebijakaan  penggunaan
Dana Dc;u ini ditujukan pada kegiatan-
kegiatan di desa yang telah ditetapkan
prioritasnya sesuai  dengan  apa  yang
telah disepakati  dan ditetapkan dalam
Musvawarah Perencanaan Pembangunan
Dcs;; (MusrenbangDes) tentang Rencana
Pemerintahan Desa  (RKPDes)
tahunnya. Berkaitan dengan

pemberdayaan ~ masyarakat
desa, penggunaan Dana Desa tentu
harus dilaksanakan secara swakelola
ouna untuk penyerapan tenaga kerja di
Desa, terkhusus bagi masyarakat Desa
vang tergolong berpenghasilan rendah.
Dana Desa yang telah diterima Desa
kemudian dikelola oleh Kepala Desa
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa. Dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa
di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri
dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan
Bendahara Desa, dimana masing-masing
unsur memiliki kewenangan, tugas, serta
tanggung jawab berbeda, sebagaimana
yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kerna
setiap
kegiatan

Pembagian besaran Dana Desa yang
diatur dalam peraturan pemerintah,
selanjutnya diatur kembali secara lebih
rinci berdasarkan Peraturan Bupati tiap
Kabupaten masing-masing di seluruh
Indonesia, sehingga dalam hal ini,
Pemerintah  Kabupaten Bungo telah
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Dusun
Tahun Anggaran 2017, Dana Desa setiap
Dusun di Kabupaten Bungo dihitung
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secara berkeadilan berdasarkan  alokas;
dasar dan alokasi formula, yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, serta
tingkat kesulitan geografis setiap Dusun,
Berkaitan dengan hal tersebut, maka di
Dusun Rantaupandan mem peroleh besaran
Dana Desa sebesar Rp 789.976.528 di
tahun 2017 yang merupakan salah satu
sumber pendapatan Dusun Rantaupandan,

sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1

Pendapatan Dusun Rantaupandan Tahun
Anggaran 2017
Uraian Anggaran
(Rp)

Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Swadaya, Partisipasi, dan
Gotong Royong
Lain-lain Pendapatan Asli
Dusun yang sah
Pendapatan Transfer
Dana Desa 789.976.528
Bagian dari hasil pajak & 9.171.000

retribusi daerah
Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

533.268.368

Bantuan Provinsi

Bantuan Kabupaten/Kota

(GDM) 150.000.000
Pendapatan Lain-lain

Hibah dan sumbangan

dari pihak ke-3 yang tidak

mengikat

SILPA 2.340.000

Jumlah Pendapatan 1.484.755.896

Sumber: Dusun Rantaupandan, 2017



Secara  umum Dana

yang diberikan oleh pe
untuk  membiayai
pemerintahan, pelaks
pembinaan

pemberdayaan

' Desa
bersumber dari APBN merupak

Kebijahan p
ifakan Penggunaan Dener Degq

yang
an dana

i merintah kepada
PemermtahDesayang kemudian digunakan
penyelenggaraan
anaan pembangunan,
kcnmsyamkulun,
masyarakat

dan

di  Desa.

Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan dengan maksud

. (Mutia Rahmah dan Marta Dwij Rifka)

dan wjuan dalam rangka menciptakan

kesejahtera: as
' Jahteraan masyarakat, yang ditandai
Cngan - suatu - kondisi - ketidaktahuan

masyarakat menjadi masyarakat berdaya,
lebih  produktif, schingga akan tercipta
kemandirian masyarakat, Laporan
kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Dusun Rantaupandan dapat dilihat dari
tabel berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Pada Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Dusun Rantaupandan

) Anigsaran Realisasi Realisasi Lebih/
Kegiatan (glgp) Tahap I Tahap 11 Kurang
(Rp) (Rp) (Rp)
Bantuan | tif G
e 21.600.000 9.000.000|  12.600.000| -
Bantuan Insentif Guru MIS 18.000.000 7.500.000 10.500.000 -
Bantuan Insentif Guru MTS - - - -
Pelatihan Desa Online 11.291.200 - 11.291.200 -
Pendirian BUMDus 4.015.472 1.500.000 2.515472 -
Pelatihan BUMDus 10.394.000 - 10.394.000 -
Rantaqn Pembierdayaag 10.267.000 10.267.000 ; ]
Bidang Olahraga
Bantuan Bidang Keagamaan 10.591.328 10.591.328 - "
Pelatihan Adat untuk
Perangkat LAM dan Perang- 6.483.000 - 6.483.000 -
kat Dusun
Pelatihan Tata Boga Terapan 28.250.000 - 28.250.000 -
Bantuan Moubiler/Bangku
Murid dan Guru Sekolah 21.600.000 - 21.600.000 -
MTS

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Rantaupandan, 2017

Berdasarkan data Laporan Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dusun Rantaupandan Tahap 1I
Tahun Anggaran 2017 melaporkan bahw§
terdapat beberapa kegiatan yang menjadi

FI'P IPDN
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prioritas dalam penggunaan dana desa di
bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

2. Bantuan Dana Insentif Guru, Kegiatan
pemberdayaan dengan memberikan
bantuan dana insentif kepada guru di
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Dusun Rantaupandan menjadi salah
satu  kegiatan wajib dalam rencana
kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Dusun Rantaupandan. Bantuan dana
insentifinidimaksuduntuk mendukung
pengelolaan  dan pengoptimalan
kegiatan pelayanan dasar di bidang
pendidikan bagi para guru. Jika dilihat
dari tabel 2 menyebutkan bahwa
bantuan dana insentif dibagi menjadi
dua bidang, yaitu pertama bantuan
dana insentif guru PAUD sebesar
Rp 21.600.000,- dimana pada tahap
pertama menghabiskan dana sebesar
Rp 9.000.000,- dan selanjutnya pada
tahap kedua sebesar Rp 12.600.000,-.
Selain itu, bantuan dana insentif guru
Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS)
sebesar Rp 18.000.000,- dimana
pada tahap pertama menghabiskan
dana sebesar Rp 7.500.000,- yang
kemudian ditahap kedua sebesar Rp

10.500.000,-.

Pelatihan Dusun Online, Dusun Online
merupakan hasil kerjasama yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bungo dengan Komunitas
Konservasi Indonesia (KKI) WARSI
dalam rangka mendukung terciptanya
konsep kabupaten hijau di Bungo.
Dimana dusun di Kabupaten Bungo

diberikan  kewenangan menyusun
rencana, melaksanakan dan
memantau  pelaksanaan  pemetaan

potensi ruang mikro dusun, sehingga
dusun diharuskan memiliki sistem
database/informasi yang kuat sesuai
dengan potensi dusun seperti data
kependudukan, data pendidikan, sosial
ckonomi, dan permasalahan yang
ada di dusun melalui dusun online
dengan harapan akan terwujudnya

perencanaan ditingkat Dusun

Kabupaten Bungo secara bersinerg;

dan terintegritas salu  sama lainnya,

Adapun dana yang digunakan untuk

kegiatan pelatiban dusun online adalah

sebesar Rp 11.291.200,- .

Pelatihan dan Pendirian Badan Usaha

Milik Dusun (BUMDus) yang menjadi

wadah kegiatan usaha di dusun yang
dikelola oleh masyarakat dusun dalam
rangka ~memaksimalisasi  potensi
dusun baik itu potensi ekonomi,
sumber daya alam, maupun sumber
daya manusianya. Secara umum
pendirian BUMDus adalah bertujuan
untuk menyerap tenaga kerja di
dusun dan membuka peluang usaha
ekonomi produktif bagi masyarakat
dusun. Keberadaan BUMDus untuk
wilayah Dusun Rantaupandan baru
akan dilaksanakan mulai tahun
anggaran 2018, sebab pada tahun 2017
Pemerintah Dusun Rantaupandan
baru mengadakan musyawarah terkait
pembentukan BUMDus, pengrekrutan
pengurus BUMDus, dan melakukan
pelatihan  bagi perangkat dusun
beserta anggota pengurus BUMDus.
Terkait dengan pembentukan
BUMDus berdasarkan data Laporan
Pelaksanaan APBDus Rantaupandan
tahun 2017 menghabiskan dana
sebesar Rp 4.015.472 - Selanjutnya
mengenai  kegiatan pelatihan yang
ditujukan pada pengurus BUMDus

menghabiskan dana sebesar Rp
10.394.000,-.
Bantuan  Pemberdayaan  Bidang

Olahraga, Pendidikan dan Keagamaan,
Kegiatan yang dibiayai dana desa
diharapkan dapat memberikan




Kebjjakan p
ljakan J enggunaan Dayg Desq

kKemanfaatan |
salah satunya
kegiatan yang

481 masyarakat desa
dengan melakukan

i bermanfaay bagi
peningkatan kesehatan dan/atay

pendi(_iikan bagi Masyarakat degg,
Berkaitan dengan  phg] tersebut
f(?kus Kegiatan Pemberdayaan yang’
dilakukan olep Pemerintah Dusun
Rantaupandan dalam meningkatkan
kesehatan dan/atay pendidikan
masyarakat dusun adalah melalui
pemberian  bantuan pemberdayaan
dibidang olahraga berupa bantuan
pembuatan lapangan volj pemuda
yang berlokasi di sekitar pasar dusun
Rantaupandan: pemberian  bantuan
moubiler/bangku bagi murid dan
guru MTS; serta pemberian bantuan
bidang keagamaan berupa bantuan
renovasi madrasah dan meja kursi
kelas madrasah. Pembuatan lapangan
voli diserta dengan kelengkapan
pendukung kegiatan voli lainnya
menghabiskan dana sebersar Rp
10.267.000,-. Kemudian  untuk
bantuan moubiler/bangku bagi murid
dan guru sekolah MTS menghabiskan
dana sebesar Rp  21.600.000,-.
Terakhir untuk dana bantuan renovasi
madrasah dan meja kursi kelas
madrasah menghabiskan dana sebesar

Rp 10.591.328.-.

Kagiatan Pelatihan Adat, Pelatihanadat
merupakan kegiatan yang dilakukan
di Dusun Rantaupandan dalam
rangka meningkatkan pendayagunaan
lembaga kemasyarakatan dusun dan{
atau lembaga adat dusun melalui
kegiatan pelatihan adat bagi perangkat
Lembaga Adat Masyarakat (LAM)
dan perangkat dusun Rantaupandan.
Dana yang dihabiskan untuk

Jurnal K ebyakan Pemerintahan — FPP IPDN
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mengoptimalkan kegiatan pelatihan
adat adalah sebesar Rp 0.483.00)) -
yang dilakukan pada hari senin tanguz;l
I8 Desember 2017 yang bcrtepatancdi
Kantor Rio Rantaupandan.

£ Pelatihan Tata Boga Terapan (PKK
Konsep pemberdayaan perempuan
yang dilakukan Pemerintah Dusun
Rantaupandan  adalah melakukan
kegiatan pelatihan tata boga tentang
pengangkatan masakan tradisional
daerah agar mampu  bersaing di
pasar terbuka. Tujuan dilaksanakan
kegiatan pelatihan tata boga adalah
untuk memberikan kebermanfaatan
bagi kaum perempuan (ibu-ibu)
di Dusun Rantaupandan dalam
rangka membangun usaha ekonomi
keluarga. Penyelenggaraan pelatihan
ini dilakukan untuk meningkatkan
kualitas dan kapasitas sumberdaya
manusia  yang difokuskan pada
pengenalan dan pengoptimalan produk
unggulan dusun, vyaitu makanan
trasional khas dusun Rantaupandan
serta mengenalkan kepada ibu-ibu
dusun tentang makanan dan/atau kue
modern yang diharapkan kedepannya
ibu-ibu dusun Rantaupandan dapat
memiliki  penghasilan  tambahan
untuk keluarga. Adapun dana yang
dihabiskan untuk kegiatan pelatihan
tata boga adalah Rp 28.250.000,-

Berbicara mengenai pelaksanaan
atau implementasi dalam suatu kebija!fan
berarti melaksanakan salah satu rangkaian
dari proses suatu kebijakan, dillnana dalam
tahap ini, suatu kebijakan jika dllaksanaka-n
sesuai dengan yang ditetapkan, mafka hasil
yangdiharapkanakan dapat terCflpan. Dalam
pelaksanaannya, kebijakan tidak dapat
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berjalan sccara otomatis atau mengalir apa
adanya tanpa melibatkan peran langsung
dari ’pcmbuul kebijakan dan kelompok
sasaran dari kebijakan tersebut, Kebijakan
sebagai ontput dari pelaksanaan kegiatan
pemerintah, akan lebih efektil apabila
memberikan  dampak yang baik bagi
masvarakat guna untuk mencapai tujuan
vang telah ditetapkan dalam keputusan
kebijakan. Maka dari itu, pemerintah perlu
memastikan agar pelaksanaan kebijakan
dilakukan berdasarkan rancangan program
yang memadai dan tepat sasaran.

Berkaitan ~ dengan  pelaksanaan
kebijakan  penggunaan dana  desa,
sejak  ditetapkannya  Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dana Desa diperuntukan bagi Desa
untuk membantu  pendanaan dalam
penyelenggaraan  Pemerintah  Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan  pemberdayaan
masyarakat. Dengan kebijakan
penggunaan Dana Desa di Dusun Rantau
Pandan, dalam penelitian ini penulis
memfokuskan pada pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa, sehingga
dalam pembahasan kebijakan penggunaan
Dana Desa di Dusun Rantaupandan
ini mengacu pada teori implementasi
Van Meter dan Van Homn dengan
memperhatikan  pelaksanaan kebijakan
penggunaan Dana Desa terhadap kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang telah
disebutkan sebelumnya.

Standar dan  Sasaran Kebijakan
Penggunaan Dana Desa
»  Masyarakat Sejahtera

Standar dan sasaran diperlukan untuk
mengarahkan pelaksanaan kebijakan.
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Pelaksanaan kebijakan yang berhasi]
bisa jadi gagal ketika para pelaksana
atau implementor tidak sepenuhnya
menyadari akan pentingnya standar
dan sasaran kebijakan terutama terkait
kebijakan penggunaan dana desa
yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan ~ masyarakat  desa.
Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, permasalahan
terkait dengan penetapan standar
dan sasaran dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
dengan menggunakan Dana Desa
sudah  dilaksanakan  berdasarkan
perencanaan yang ditetapkan, namun
belum mencapai sasaran dalam
kegiatan yang bertujuan peningkatan
pendapatan dan kemandirian
masyarakat, sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa terkait dengan
kegiatan tersebut belum mampu secara
optimal mewujudkan masyarakat
sejahtera di Dusun Rantaupandan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dana yang dikucurkan Pemerintah
kepada Desa diprioritaskan pada
kegiatan fisik pembangunan desa, serta
kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa. Kegiatan pemberdayaan
bertujuan  sebagai upaya dalam
memperkuat kekuasaan masyarakat,
kemampuan, dan daya masyarakat
menjadi  mandiri  dalam  rangka
mewujudkan masyarakat sejahtera.
Dikatakan berdaya apabila kegiatan
pemberdayaan  yang  dilakukan
olch Pemerintah Desa mampu
menghasilkan proses pemberdayaan
yang melahirkan partipasi masyarakat



Kebijakan Peny

desa, khususnya dal

- lanmya am- membany
jalannye

| roda Pemerintahay yang
ada di Desa, Schingga, dalam hal inj
Pemerintah Degy perlu memberikan
dukungan bimbingan kepada
masyarakat agar Masyarakat Mampu
menjalankan peranan  sery
tugas dalam kehidupannya.

dan

tugas-

Pemberdayaan dalam hy ini harus
mampu mendorong masyarakat agar
tidak turun ke dalam keadaan dan po-
sisi yang semakin lemah tidak berdaya
atau tidak memilikj kemampuan apa
pun untuk menjadi masyarakat yang
sejahtera. Kegiatan pemberdayaan
dimaksudkan untuk menumbuhkem-
bangkan kreativitas dan kemandirian
masyarakat, Kkhususnya masyarakat
pedesaan, salah satunya diwujudkan
melalui adanya kebijakan dana desa
yang merupakan bentuk dukungan
pemerintah pusat kepada pemerintah
desa dalam rangka mempercepat pros-
es kegiatan pemerintahan di desa. Dari
pembahasan diatas maka dapat disi.m-
pulkan bahwa secara umum Pemerin-
tah Dusun Rantaupandan telah mem-
berikan penyokongan atau dukungaq
dalam rangka membangun potensi
masyarakat melalui kegiatan pelati-
han yang merupakan salah satu bentuk
pemberdayaan bagi masyarakat desa.

Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bungo

Desa sebagai komponen pemermtah:::
yang posisinya  dekat ) de?kai
masyarakat serta langsung b'en l{nesa]ah
dengan masyarakat menjadi o
satu fokus utama dalam rang
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Rienaan Deang Pegq .

- (Mutig Rahmap dan Marta Dwi Rifka)

Mewujudkan tata kel
yang hadir
Permasalahan

A pemerintahan
ditcng:xh-lcngzlh
masyarakat,
Mmasyarakat akan  sefaly
mcerasa  bahwag

schingga
Senantjasa
pemerintah  hadir
membawa solusi dalam meningkatkan
kualitas Masyarakat. Desa  dalam
menjalankan tugas  pemerintahan,
dibantu oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai upaya
membimbing Pemerintah Desa untuk
menjalankan tugas sebagai pelayan
masyarakat di Desa Pemerintah,
sumber daya manusia atau tenaga
kerja Dinas PMD Kabupaten Bungo
telah membantu Pemerintah Dusun
Rantaupandan dalam melaksanakan
kebijakan Dana Desa di Dusun
Rantaupandan, salah satunya dengan
menjadi narasumber atau pengisi
materi dalam kegiatan sosialisasi
maupun pelatihan yang dilaksanakan
di Dusun Rantaupandan.

e Pemerintah Dusun Rantaupandan

Kompetensi SDM dalam pelaksanaan
kebijakan penggunaan dana desa
di Dusun Rantaupandan dinilai
masih belum optimal, hal tersebut
mengakibatkan terhambatnya proses
pengelolaan dana desa di Dusun
Rantaupandan, yang berdampak pada
kurangnya keterlibatan masyarakat
dalam kegiatan pemerintahan di dusun,

Komunikasi antar Organisasi dalam
Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan

Dana Desa
« Koordinasi

perencanaan  di  Dusun

riatan
i telah dilaksanakan

Rantaupandan
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secara musyawarah, dimana kegiatan
musyawarah tersebut diawali
melalui komponen terbawah, yaitu
musyawarah tingkat RT. kemudian
dilanjutkan pada tingkat kampung,
dan terakhir barulah dikomunikasikan
bersama Pemerintah Dusun melalui
musyawarah dusun. Hanya saja masih
terdapat  beberapa  permasalahan
seperti kurangnya koordinasi sehingga
terjadi kesalahpahaman antara

pemerintah dusun dengan masyarakat.

Sosialisasi

Secara umum Pemerintah Dusun
Rantaupandan  telah ~ memberikan
penyokongan atau dukungan dalam
rangka membangun potensi masyarakat
melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
Namun belum berjalan kurang optimal
hal tersebut disebabkan karena memang
Pemerintah Dusun Rantaupandan kurang
aktif dalam menyampaikan informasi
terkait dana desa secara keseluruhan
kepada masyarakat, sechingga berdampak
pada sikap masyarakat yang cenderung
pasif akan pelaksanaan kebijakan dana
desa tersebut.

Kondisi Ekonomi dan Sosial dalam

Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan
Dana Desa
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Pendapatan Masyarakat

Pemerintah Dusun Rantaupandan telah
melakukan kegiatan pengembangan
potensimasyarakatdusun,salahsatunya
dengan melakukan kegiatan pelatihan
seperti apa yang telah disampaikan
pada pembahasan sebelumnya, namun
belum semua unsur masyarakat dusun

mengikuti kegiatan tersebut, Maka
dapat  disimpulkan ba.hwa'keglatar?
pcmbcrduyaun yang dldilnul. melalui
penggunaan  dana desa di Dl:lsun
Rantaupandan belum cukup optimal
untuk  memungkinkan terwujudnya
peningkatan potensi masyarakat dusun,
khususnya yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan masyarakat
dusun, hal tersebut disebabkan karena
dari beberapa kegiatan pemberdayaan
yang dilaksanakan, masih banyak
masyarakat dusun belum berpartisipasi
dalam kegiatan tersebut.

Kondusivitas Peme-
rintahan Dusun Rantaupandan

Lingkungan

Perlindungan berupa pemberian hak
kepadamasyarakatuntuk berpartisipasi
dalam pelaksanaan kebijakan dana
desa di Rantaupandan telah diberikan,
namun cenderung berjalan kurang
optimal hal tersebut disebabkan
karena memang Pemerintah Dusun
Rantaupandan kurang aktif dalam
menyampaikan  informasi  terkait
dana desa secara keseluruhan kepada
masyarakat, sehingga berdampak pada
sikap masyarakat yang cenderung
pasif akan pelaksanaan kebijakan
d:flna desa tersebut. Selanjutnya dapat
ditarik  kesimpulan bahwa untuk

Dusun Rantaupandan pelaksanaan
kebijakan dana

desa
pemberdayaan

: masyarakat
berjalan secara kondusif, hal ini salah

saturl}.la disebabkan karena kurangnya
par{nsnpasi Mmasyarakat akan adanya
!<e'glatan yang dibiayai dana desa
ni, terlebih lagj disebabkan karena
kurangnya Penyampaian informasi

dalam
belum



Kebijak e
ifakan | enggunaan Dana Degq .

terkait pelaksanaan kebijakan
desa kepada masyarakat,

dana

Kecenderungan Pelaksana

Sikap Pelaksana  pada Kebijakan
Penggunaan Dana Desa

Sikap aparatur di Dusun Rantaupandan
sebagai unsur pelaksana dinilaj cukup
baik, namun dari segi pelayanan belum
optimal dilaksanakan dikarenakan fak-
tor kondisi dan pola pikir masyarakat
dusun yang berbeda. benang merah ter-
hadap sikap daripada aparatur pemer-
intahan Dusun Rantaupandan dinilai
cukup baik, namun dari segi pelayanan
kepada masyarakat dusun belum ber-
jalan optimal. Sehingga untuk proses
pelaksanaan kegiatan pemerintahan di
Dusun Rantaupandan tidak berjalan se-
bagaimana seharusnya.

«  Tanggung Jawab

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
masih ada oknum aparat yang belum
sadar ataupun tidak komitmen dan
bertanggungjawab  akan tugasnya
sebagai aparatur pemerintahan di
dusun. Sehingga apa Yang sudah
terlaksana dari rangkaian pelaksanaan
kebijakan dana desa belum terpelihara
dengan baik sehingga menyebabkan
pelaksanaan kebijakan dana desa
yang telah dilaksanakan cenderung

terbengkalai begitu saja.

Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan

dalam  Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Terkait Prioritas
Penggunaan Dana Desa

Hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait

J
"l Kebyyken Pemerintaban — FPP IPDN

(Mutia Rahman dan Marta Dwi Rifka)

prioritas penggunaan duna desa di Dusun

Rantaupandan adalah sebhagai berikut:

a. Rendahnya kompetensi SPHM dalam
pengelolaan  kegiatan pemerintahan
di dusun, hal tersebut ditandai dengan
rendahnya kedisiplinan dari aparat
pemerintahan dusun dalam bekerja,
terlebih lagi ada sebagian aparat
pemerintahan dusun ketika jam kerja
lebth memilih untuk berada di rumah
atau di kebun untuk melakukan
aktivitas lain.

b. Keadaan sosial masyarakat dusun
yang cenderung pasif untuk mengikuti
kegiatan pemerintahan di Dusun
Rantaupandan.

Upaya yang Tepat Agar Penggunaan
Dana Desa di Dusun Rantaupandan
sesuai dengan Tujuan

penulis memberikan beberapa
kontribusi berupa masukan yang bermuara
pada pengeupayaan agar pelaksanaan
kebijakan dana desa dapat terlaksana
sesuai dengan apa yang dicitakan sebagai
berikut:

a. Mengubah atau memperbaiki pola
pikir aparatur pemerintahan dusun
yang cenderung pasif atau setengah-
setengah dalam pelaksanaan tugas
menjadi agent public services of
development yang seharusnya
menjadi teladan dengan menunjukkan
sikap yang baik kepada masyarakat.
Selanjutnya dengan cara memberikan
dukungan pengawasan dan evaluasi
secara berkelanjutan terhadap
pengelolaan dana desa yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, kemudian

dilanjutkan ~ dengan  memperkuat
tugas dan  fungsi pendamping
333
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b.

rangka  memberikan
pelatihan,  penyuluhan,
dan pendampingan terhadap Kinerja
pemerintah desa,

desa dalam
pendidikan,

Pemerintah Daerah dapat melakukan
tindakan melalui penguatan kapasitas
birokrasi  desa, baik ity berupa
pelatihan,  melakukan
magang lintas desa, yaitu dengan cara
belajar ke desa yang sudah baik tata
kelola pemerintahannya

pemberian

Melakukan sosialisasi secara rutin
terkait informasi mengenai kegiatan
apa yang akan dilaksanakan melaluj
dana desa. Selain itu, Pemerintah
Dusun  Rantaupandan juga harus
membangun papan informasj yang
sekiranya dapat diketahui oleh seluruh
masyarakat dusun Rantaupandan,
karena selama ini penulis memantau
bahwa terkait penyampaian informasi
masih menggunakan sistem lama,
yaitu canang atau suatu kegiatan
penyampaian  informasi
masyarakat dusun
berkeliling kampung,

kepada
dengan cara

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan terkait Kebijakan Penggunaan

Dana
Masyarakat  dj

Desa  Dalam Pemberdayaan

Dusun  Rantaupandan

yang telah penulis sampaikan pada bab
sebelumnya, maka dalam penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1%
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Pelaksanaan kebijakan penggunaan
dan desa dalam pemberdayaan  dj
Dusun  Rantaupandan - Kecamatan
Rantaupandan Kabupaten Bungo
belum berjalan secara optimal, hal
ini  dibuktikan dengan minimnya

kemampuan atau inkonsistens;
sumber daya aparatur pemerintahan
dusun  scbagai  public  serviceg

terthadap pemberian layanan kepada
masyarakat dusun; tidak terjalinnya
komunikasi dan koordinasi yang bajk
antar unsur yang terlibat schingga
kesalahpahaman dalam proses
pelaksanaan masih sering terjadi;
aktivitas perekonomian dan sosia]
masyarakat yang dominan menjadi
menghambat  kegiatan masyarakat
untuk berpartisipasidalampelaksanaan
kegiatan pemberdayaan melalui dana
desa. Selanjutnya jika dilihat dari
aspek  pendekatan pemberdayaan
dalam pelaksanaan kebijakan dana
desa, terkait dengan aktivitas kegiatan
pemberdayaan, pemerintah  dusun
mendukung kegiatan pemberdayaan
salah  satunya melalui kegiatan
pelatihan di dusun, namun disis;j lain
dalam aspek penguatan belum berjalan
secara optimal, hal ini disebabkan
karena untuk kegiatan pemberdayaan,
pemerintah dusun Rantaupandan baru
memulai melakukan kegiatan di tahun
2017, sehingga dalam pelaksanaannya
dapat dikatakan belum memberikan
pengaruh  yang dominan terhadap
aktivitas pemberdayaan dengan tujuan
meningkatkan kesejahteraan  dan
kemandirian dusun tersebut.

Hambatandalampelaksanaankebijakan
pemberdayaan masyarakat
dana desa dj
adalah berkait
kompetensi

melalui
Dusun Rantaupandan
an dengan minimnya

sumber daya aparatur
pemerintahan dusun dalam pengelolaan

kegiatan pemerintahan di dusun, hal
tersebut ditandaj dengan rendahnya
kedisiplinan aparat pemerintahan dusun



LS ]

Kebijakan Penggunaan Dana Desq < (Mutia Rahmah (

dalam memberikan pelayanan, terlebih
lagi ada sebagian aparat pemerintah
dusun yang melakukan aktivitas lain
ketika Jam kerja sepert berada (i
rumah ataupun di kebup, Kemudian,
hambatan selanjutnya yang menjadi
tantangan dalam pelaksanaan kebijakan
dana desa adalah berkaitan dengan
keadaan sosial masyarakat dusun
yang cenderung pasif untuk mengikuti
kegiatan atau berpartisipasi  dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dj
dusun.

Upaya yang  ditawarkan agar
pelaksanaan kebijakan dana desa
dalam  pemberdayaan masyarakat
dapat terlaksana sesuai dengan apa
yang dicitakan adalah pertama dengan
memperbaiki mindset atau pola pikir
dari aparatur pemerintahan dusun
terlebih dahulu yang cenderung
setengah-setengah dalam pelaksanaan

tugas sebagai public services of

development, selanjutnya yang
berkaitan dengan kurangnya keaktifan
masyarakat dalam kegiatan yang
didanai melalui dana desa, dimana hal
tersebut disebabkan karena minimnya
penyampaian  informasi kepada
masyarakat, maka dari itu pemerintah
dusun harus lebih proaktif dalam
menyampaikan informasi, selain itu
pembuatan papan informasi dusun
juga harus dilakukan agar seluruh
komponen masyarakat dusun dapat

memperoleh  informasi mengenai
pelaksanaan kebijakan dana desa.
dapat

Adapun saran yang

direkomendasikan yaitu: |
I Perlu dilakukannya penguatan kembali

terhadap aktivitas penggunaan dana desa

urial Kebyken Pemermatan — FPP IPDN

an Marta Dwi Rifka)

SL‘pc'trti dengan melakukan peningkatan
kegiatan  pembinaan dan pelatihan
kepada aparatur - pemerintahan Desa
atau Dusun agar memiliki kemampuan,
pengetahuan, serta dapat menumbuhkan
rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan
tugas  pengelolaan  dana  desa.
Kemudian, dengan memberikan sanksi
tegas terhadap pemerintahan desa
yang dengan jelas tidak melaksanakan
tugas sebagai pemerintahan desa
sebagaimana yang telah diatur dalam
ketentuan undang-undang nomor 6
tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan
dengan fokus pelaksanaan kebijakan
dana desa, kegiatan pemberdayaan
yang dilakukan di desa secara
umum hanya bersifat pemberdayaan
dibidang pembangunan saja, sehingga
perlu adanya keseimbangan antara
pemberdayaan fisik dan non fisik agar
konsep dari kegiatan pemberdayaan
seperti kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat akan terwujud, vyang
kemudian akan manjadikan masyarakat
sebagai objek pembangunan bukan
malah pembangunan yang menjadi
subjek dari masyarakat.

Menangani permasalahan yang cukup
kompleks pada sistem pemerintahan
desa dan/atau dusun, maka pemerintah
daerah perlu melakukan penguatan
kembali terhadap kinerja aparatur
pemerintahan desa, salah satunya
dengan rutin memberikan bimbingan
teknis dan pelatihan bagi aparatur
pemerintahan desa, serta melakukan
pengawasan secara intensif terhadap

pertanggungjawaban kinerja
pemerintah desa tersebut. Berkaitan
dengan minimnya partisipasi
masyarakat  dalam  pelaksanaan
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kebijakan dana desa, harus ada
perhatian dari Pemerintah Dusun dan
lembaga-lembaga pemberdayaan agar
masyarakat dusun scbaiknya perlu
memberikan sosialisasi secara kreatif,
sehingga dapat memperoleh informasi
yang  jelas  terkait  penggunaan
dana desa, kemudian kepercayaan
masyarakat akan terbangun kembali
dan diharapkan akan memudarkan
sikap kepasifan masyarakat terhadap
pelaksanaan kegiatan pemerintahan di
desa.

(%]

Memperkuat  tingkat pengawasan
pelaksanaan dana desa di Desa yang
dilakukan secara bersinergi antar
seluruh instansi Pemerintahan Dearah
dalam rangka pengendalian dan
pengawasan pelaksanaan dana desa
di Desa. Memberikan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan, serta
memberikan  pengharagaan  atas
prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
agar terciptanya sikap profesionalisme
pemerintah desa demi mensukseskan
pelaksanaan kebijakan dana desa.
Selanjutnya, memperkuat pengetahuan
masyarakat  tentang pelaksanaan
kegiatan dana desa agar peran dan
partisipasi masyarakat meningkat.
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